PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR  : 903/Kep.DPRD- 20/2021
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DPRD BANDUNG

a. bahwa sehubungan dengan telah  dibahasnya

Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Bandung
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran Tahun 2022, sesuai dengan
ketentuan Pasal 207 Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu mendapat
Persetujuan DPRD;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu  menetapkan
Keputusan DPRD tentang Persctujuan terhadap
Rancangan Pcraturan Dacrah Kabupaten Bandung
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851},

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);

. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemcrintah Pusat dan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679),

. Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6197);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1447}

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun

2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2007 Nomor 2J, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor (Tahun



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

2. Hasil Keputusan Rapat Paripurna tang

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah
Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015

Nomor 9);

12.Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata
Tertib DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 2).

1. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal

25 November 2021.
gal 26 November

2021
MEMUTUSKAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung
memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 beserta seluruh lampirannya
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah Tahun
Anggaran 2022 berjumlah Rp4.915.705.075.077.00

dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daecrah Rp 4.392.628.878.416,00
b. Belanja Daerah Rp 4.801.705.075.077,00
Suplus/(Defisit) Rp (409.076.196.661,00)
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp 523.076.196.661,00
2. Pengeluaran Rp 114.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp 409.076.196.661,00

Sisa lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun
Berkenaan (SILPA) Rp

Naskah Rancangan Pecraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan.



KEEMPAT

Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 November 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG
'4

S—=

SUGIANTO



- AMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
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TANGGAL : 2.¢ Moutwbrr 2034

TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2022

)

35

-

NS

BUPATI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat
(] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh
persetujuan bersama,

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyal Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daecrah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran
2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat ‘(6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun

1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan



10.

11.
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Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pcrimbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan DPcraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraluran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Pcraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200S tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177)

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman DPcngelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016
tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah
Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah
Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang
Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah
Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 48);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah dan Rencana
Pembangunan Jangka Mecnengah Dacrah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
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Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dacrah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Kcuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan  Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita
Negara Republik Indoncsia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kabupaten
Bandung (Lembaran Dacrah Kabupaten Bandung
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 4);
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Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan

dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.

3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban

Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

.Pengelolaan  Keuangan Daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan
Daerah.

.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vyang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah

Dacxfah yang diakui sebagai pengurang nilai kekavaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
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10. Kas Umum Dacrah adalah tempat penyimpanan uang
Dacrah yang ditentukan olch Bupati untuk menampung
seluruh Pencrimaan Dacrah dan membayar seluruh

Pengeluaran Dacrah.

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas Pendapatan Dacrah, Belanja Dacrah
dan Pembiayaan Dacrah.

(2) APBD  Tahun  Anggaran 2022  berjumlah  Rp
4.915.705.075.077,00 (empat triliun sembilan ratus lima
belas miliar tujuh ratus lima juta tujuh puluh lima ribu
tujuh puluh tujuh rupiah) terdiri atas pendapatan
daerah, belanja dacrah, dan pembiayaan daerah, dengan
rincian scbagai berikut:

a. Pendapatan Dacrah Rp 4.392.628.878.416,00
b. Belanja Daerah Rp 4.801.705.075.077,00
Defisit/Surplus Rp (409.076.196.661,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp 523.076.196.661,00
2. Pengeluaran Rp 114.000.000.000,00
Pembiayaan Rp 409.076.196.661,00
Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Rp -
Anggaran Tahun
Berkenaan
Pasal 3
Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp

4.392.628.878.416,00 (empat triliun tiga ratus sembilan
puluh dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta
delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam
belas rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar R
1.201.405.953.043,00 (satu triliun dua ratus satu mili'g
cmpat ratus lima juta sembilan ratus lima puluh tiga rit;u
empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas: )
a. pajak dacrah
b. retribusi daerah;
(A 2::11 pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
d. .Iain-lain pendapatan asli daerah yang sah

(2) Paje}k Dacrah sebagaimana dimaksud pa‘da a\'.at (1) huruf
a dlren'canakan sebesar Rp 631.995.000.000.00 (e ll'ru
ratus tiga puluh satu miliar sembilan r'uuv.‘ se t;'?m
puluh lima juta rupiah). T embran

(3) Retribusi dacrah sebagaimana dimaksud pada av
huruf b direncanakan sebesar Rp 44 .4 l%SiSaé\?é E)l)
(empat puluh empat miliar empat rat.us L:m])Zl'l be,la(s)
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juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus tujuh

puluh rupiah).
(4) Hasil pengclolaan kekayaan Dacrah yang dipisahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan scbesar Rp 74.216.703.392,00 (tujuh
puluh cmpat miliar dua ratus enam bclas juta tujuh
ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
(5) lain-lain pendapatan asli dacrah yang sah sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp
450.779.433.981,00 (empat ratus lima puluh miliar
tujuh ratus tujub puluh sembilan juta empat ratus tiga
puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu

rupiah).
Pasal 5

(1) Pendapatan transfer scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp3. 164.322.925.373,00 (tiga triliun seratus enam puluh
empat miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan
ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga
rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana

dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp2.659.878.201.000,00 (dua triliun enam ratus lima
puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh
delapan ribu dua ratus satu rupiah).

(3) Pendapatan  transfer —antar daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp504.444.724.373,00 (lima ratus empat miliar empat
ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh
empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp26.900.000.000 (dua puluh enam miliar sembilan
ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan hibah;

b. dana Darurat; dan

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentutan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan hibah scbagaimana dimaksud pada avat (1)
hurul a direncanakan sebesar Rp26.900.000.000 (dua
puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah).

(3) Dana darurat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp- (-). )

(4) Lain-lain pendapatan  sesuai  dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufc direncanakan sebesar Rp-(-).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022
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direncanakan sebesar Rp4.801.705.075.077,00 (empat
triliun delapan ratus satu miliar tujuh ratus lima juta tujuh
puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi,
b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a direncanakan schesar
Rp3.553.527.517.841,00(tiga triliun lima ratus lima
puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima
ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh satu

rupiah), yang terdiri atas:
belanja pegawai;

belanja barang dan jasa;
belanja bunga;

belanja subsidi,

belanja hibah; dan

f belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp2.047.855.209.854,00
(dua triliun empat puluh tujuh miliar delapan ratus lima
puluh lima juta dua ratus Sembilan ribu delapan ratus
lima puluh empat rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rpl1.258.403.241.023,00 (satu triliun dua ratus lima
puluh delapan miliar empat ratus tiga juta dua ratus
empat puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp - (-).

o0 oD

(S) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp 4.711.012.500,00
(empat miliar tujuh ratus sebelas juta dua belas ribu lima
ratus rupiah).

(6) Belanja hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp 206.730.385.264,00
(dua ratus enam miliar tujuh ratus tiga puluh juta tiga
ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh
empat rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp 35.827.669.200,00
(tiga puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh
juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus

rupiah ).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp
46?9..724.144.939,00 (empat ratus enam puluh sembilan
miliar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus empat
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puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan
rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin,;
belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal jalan, jaringan, dan irigast,
belanja modal asct tetap lainnya; dan

. belanja modal ascl lainya.
(2) Belanja modal tanah schagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp 19.698.877.000,00
(sembilan bclas miliar enam ratus sembilan puluh
delapan juta dclapan ratus tujuh pulub tujuh ribu

rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp
80 024.153.228,00 (delapan puluh sembilan miliar
Sembilan ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh
tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp
149.439.210.894,00 (seratus empat puluh sembilan
miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus
sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat

rupiah).

(5) Belanja modal
dimaksud pada ayat (1)
209.559.129.162 (dua ratus S¢€
Jima puluh sembilan juta sera
ribu seratus enam puluh dua rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp
852.774.655,00 (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh
ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh
lima rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000

(dua ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 10

o an

jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
huruf d direncanakan sebesar Rp
mbilan miliar lima ratus
fus dua puluh Sembilan

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp
124.832.692.230,00 (seratus dua puluh empat miliar
delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan
puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri

atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp
653.620.720.067,00 (enam ratus lima puluh tiga miliar
enam ratus dua puluh juta tujuh ratus dua pL;luh ribu
enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp 67.640.981.567,00

(enam puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta
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Sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus
enam puluh tujuh rupiah).
(3) Belanja bantuan keuangan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan  scbesar  Rp

585.979.738.500,00 (lima ratus delapan puluh lima
miliar Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh
ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 12

dacrah Tahun Anggaran 2022
09.076.196.661,00 (cmpat ratus
am juta scratus sembilan
nam puluh satu rupiah),

Anggaran pcmbiayaan
direncanakan sebesar Rp 4
sembilan miliar tujuh puluh ¢n
puluh enam ribu enam ratus €
terdiri atas:

a. pencrimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebf;s:.ar
Rp523.076.196.661 ,00 (lima ratus dua puluh tiga miliar
tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh enam

ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri

atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. penerimaan pinjaman daerah;

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
dan

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
schelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp Rp523.076.196.661,00 (ima
ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh enam juta
seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam
puluh satu rupiah)

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp- (-).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp- (-).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp- (-).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp- (-).

(7) Penerimaan  pembiayaan lainnya sesuai dengan
kctcntgan peraturan perundang-undangan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan scbesar Rp- (-).

Pasal 14

(1) Anggaran  pengeluaran  pembiayaan  sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar
Rp 114.000.000.000,00 (seratus empat belas miliar
rupiah), yang terdiri atas:

pembentukan dana cadangan,

penyertaan modal dacrah;
ayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

aerah; dan
lainnya sesuai dengan

pemb
pemberian pinjaman d
pengeluaran pembiayaan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp- (-)-

(3) Penyertaan modal dacrah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufl b direncanakan sebesar
Rp74.000.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

direncanakan sebesar Rp- (-).
ebagaimana dimaksud

(5) Pemberian pinjaman daerah s
pada ayat (1) d direncanakan sebesar

Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesual dengan
ketentuan peraturan erundang-undangan

sebagaimana dimaksud pada huruf e
direncanakan sebesar Rp- (-)-

o an oo

huruf

ayat (1)

Pasal 15
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
scbesar (Rp409.076.196.66l) (empat

surplus/ (defisit)
ratus sembilan miliar tujuh puluh enam juta seratus
Sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu

rupiah).
(1) Pembiayaan  netto  yang merupakan  selisih
penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran
sebesar Rp

pembiayaan direncanakan
409.076.196.661,00 (empat ratus Sembilan miliar
tujuh puluh enam juta seratus Sembilan puluh enam
ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 16
Pemerintah Daerah dapat

(1) Dalam keadaan darurat,
belum tersedia

melakukan  pengeluaran  yang
anggarannya, yang di formulasikan terlebih dahulu

dalam RKA-SKPD yang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat
benca_na, konflik sosial, dan/atau kejadianhluar biasa
Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
konﬂik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan’
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang selanjutnya dimasukan di’llﬂ:’l
perubahan APBD tahun anggaran 2022, dengan terlebih
dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD d('m
pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan ch’wvakil;n
Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Lapor:m

Realisasi Anggaran.
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(2) Keadaan darurat scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:
a. bencana alam,
dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian
dan/atau
c. kerusakan
mengganggu kegiat

bencana non-alam, bencana sosial
dan pertolongan;

sarana/prasarana yang dapat

an pelayanan publik.

ana dimaksud pada ayat (1),
uhi kriteria schagai berikut:
al dari aktivitas
at diprediksikan

(3) Keadaan darural scbhagaim
sekurang-kurangnya memen

a. bukan merupakan kegiatan norm
Pemerintah Daerah dan tidak dap

sebelumnya;

b. tidak diharapk
berada di luar kendali

Daerah; dan/atau

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh

keadaan darurat.

(4) Pendanaan keadaan darurat yang

anggarannya schagaimana dimaksud pa
menggunakan belanja tidak terduga.

an terjadi secara berulang;

dan pengaruh Pemerintah

belum tersedia
da ayat (1) dapat

Pasal 17
maksud dalam Pasal 16

luan mendesak.

(1) Pengeluaran sebagaimana di
aimana dimaksud

ayat (1), termasuk belanja keper
(2) Belanja keperluan mendesak sebag

pada ayat (1) meliputi:
elayanan dasar

a Kebutuhan Daerah dalam rangka p
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam

tahun anggaran berjalan;
b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan
belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan

harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan

jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan

dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

(1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran
kekurangan gaji, tunjangan; dan

() belanja barang dan jasa antara lain untuk
pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

Bc]an.Ja daerah yang bersifat wajib merupakan

belanja  untuk  terjaminnya kelangsungan

pemenuhc}n pendanaan pelayanan dasar masyarakat
intar.zlablam pendidikan, kesehatan, melaksanakan

ewaji < i >tige i
}_-f 'an kepada. ‘plhak ketiga, kewajiban

:)elrr; a:yarz;n pokok pinjaman, bunga pinjaman yang

C !‘l _) e~ y .. - - ~

dc;gaialt(\:;nli:‘npo, c.lan kewajiban lainnya sesuai
e an p}emtulan perundang-undangan.

. an ¢ £ 1 "
Pcmgcrin(l(;h Drlsrc'r{nl_\ang berada diluar kendali
eme ah Di ah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau ST

e. pengeluaran Dacrah lainnya y: i i
pen . € unnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian vang lebi i
: el g vang lebih besar bagi
cmerintah Dacrah dan/: N
an/atau masyarakat.



(3) Belanja Daerah yang b

Uraian lebih lanj
Pasal 2, tercantum dala

bagian tidak terpisa
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Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak
yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak
cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih
dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA
SKPD.

f Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak
ditetapkan dalam Peraturan Dacrah tentang APBD

tahun berkenaan.

g Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk
menganggarkan pengembalian ~ atas kclebihan
pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat
tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

ersifat mengikat dan belanja yang
ana dimaksud pada ayat (2) huruf
yang dibutuhkan secara terus
alokasikan oleh Pemerintah
kup untuk keperluan
berkenaan, sepertl

bersifat wajib sebagaim
b merupakan belanja
menerus dan harus di
Daerah dengan jumlah yang cu
setiap bulan dalam tahun anggaran '
belanja pegawal dan belanja barang dan jasa.

Pasal 18

ut APBD sebagaimana dimaksud dalam

m Lampiran yang mcrupaka_n_
hkan dari Peraturan Daerah i terdiri

dari: . ) ]

1. Lampiran | Ringkasan APBD yang D1kIas1ﬁka§1
Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

2. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut  Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran I Rincian APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran [V Rekapitulasi Belanja dan
Kesesuaian Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program Beserta Hasil, Kegiatan
Beserta Keluaran dan Sub Kegiatan
RBeserta Keluaran;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk

Kesclarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemerintah Daerah dan

Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara;

Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk
Pemenuhan SPM;

Lampiran  VII Sinkronisasi Program pada RPJMD
dengan Rancangan APBD;

Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan

Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS

dengan Rancangan APBD;
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9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas
Nasional dengan Program Prioritas
Dacrah;

Pasal 19

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
ksanaan APBD.

APBD sebagai landasan opcrasional pela

Yasal 20
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
orang mengetahuinya, memerintahkan
dengan

Agar  setiap
Dacrah ini

pengundangan Peraturan
pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR

LEMBARAN DAERAH
PROVINSI JAWA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG,
BARAT :

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG

SUGIANTO



